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ABSTRAK

FANIA TRESIA AMANDA, NIM 2130203024 Judul Skripsi: “Hak Prerogatif
Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang Nomor 61
Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”. Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hak
prerogatif presiden dalam menentukan jumlah kementerian setelah perubahan
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang- Undang Nomor 61
Tahun 2024, serta apakah perubahan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip
hukum, khususnya teori perundang undangan dan prinsip kepastian hukum dalam
negara hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis
normatif, dan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan
kepustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang
penulis lakukan dan deskripsikan secara komprehensif. sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer
berupa UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan bahan hukum sekunder
meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website
maupun penelitian lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Pembentukan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 secara prosedural memang telah memenuhi tahapan formal
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan,
penyusunan naskah akademik, pembahasan hingga pengesahan. Namun, secara
substansial, khususnya pada perubahan Pasal 15 yang menghapus batas maksimal
jumlah kementerian, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan asas-asas dalam
teori perundang-undangan, seperti asas kepastian hukum. Kedua, Perubahan ini
mempertegas dominasi kekuasaan eksekutif dan menunjukkan bentuk perluasan
wewenang prerogatif. Namun, perlu dicatat bahwa penguatan prerogatif presiden
ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, sehingga
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hipertrofi birokrasi, pemborosan
anggaran negara, dan penyimpangan dari prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Kementerian Negara, Negara Hukum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan presidensial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik” (Castilani, 2017). Dalam sistem pemerintahan presidensial ini,
presiden bertindak sebagai kepala eksekutif dan memilih pembantu untuk
memimpin departemennya. Pembantu-pembantu ini hanya bertanggung jawab
kepada presiden (Castilani, 2017). Presiden memiliki otoritas eksekutif, seperti
yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Rl Tahun 1945.
Selanjutnya, Pasal 17 UUD Negara Rl Tahun 1945 menetapkan bahwa
presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan memilih menterinya
(Castilani, 2017).

Menurut kedua pasal ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh
seorang Kepala Pemerintahan, yaitu Presiden; dia dibantu oleh menteri menteri
negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Castilani, 2017). Kementerian negara dibuat
untuk melakukan tugas pemerintahan yang harus dilakukan presiden untuk
mencapai tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan ini termasuk urusan
pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara tegas
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan secara tegas, dan urusan
pemerintahan yang menangani penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah.

Selain itu, kementerian negara didirikan dengan tujuan membangun
sistem pemerintahan presidensial yang efisien dan efektif dengan fokus pada

peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri tidak boleh



memegang jabatan lain, seperti pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi
perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan APBD.
Menteri juga boleh melepaskan jabatan lain, seperti jabatan dalam partai
politik. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kementerian
dan memfokuskan operasinya pada tugas dan fungsi utamanya yang lebih
bertanggung jawab.

Menteri dalam kabinet adalah pembantu presiden dalam sistem
presidensil, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang
melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak boleh ada partisipasi
partai dalam menetapkan garis kebijakan dari presiden ke menterinya. Ingatlah
bahwa program eksekutif sistem presidensial sepenuhnya bergantung pada
kontrak sosial antara presiden dan rakyatnya. Walaupun presiden dicalonkan
oleh koalisi partai tertentu, tidak ada hubungan kepentingan program dengan
partai (Rozigin, 2023).

Pada sistem presidensil, menteri dalam kabinet adalah pembantu
presiden, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang
melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak ada partisipasi partai
dalam menetapkan garis kebijakan dari presiden ke menterinya. Perlu diingat
bahwa program eksekutif sistem presidensial sepenuhnya bergantung pada
kontrak sosial yang terbentuk antara presiden dan warga negaranya. Meskipun
presiden dipilih oleh koalisi tertentu, tidak ada korelasi antara program dan
partai tersebut (Liu et al., 2022).

Konsep Negara hukum saat ini ditandai dengan adanya hak Prerogatif.
Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan
sesuatu, Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa oleh
presiden. Ditetapkan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di
luar kewenangan badan perwakilan Menurut Black’s Law Dictionary,
prerogatif diartikan sebagai: “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa
(privileg) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau

keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau



sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai
pengadilan atau legislatif. Hak prerogatif dianggap sebagai kekuasaan atau
kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak
terkendali oleh kehendak lain.

Hak Prerogatif presiden ini memungkinkan presiden dapat leluasa
melaksanakan tindakan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat dan membantu presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi
kekuasaannya dan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap negara. Salah
satu hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri berdasarkan Pasal 17
UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Kementerian Negara(Kelbulan et al., 2022).

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22
dan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat
oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus
memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa; c.setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita cita
proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas
yang baik dan; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
(Kelbulan et al., 2022).

Pada konteks Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, Pasal 15 mengatur jumlah kementerian dan menyebutkan bahwa
presiden menetapkan jumlah  kementerian  berdasarkan  kebutuhan
pemerintahan. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara ini memberikan batasan serta klasifikasi yang jelas mengenai
kementerian yang wajib ada, kementerian yang menangani urusan tertentu, dan
kementerian yang fungsinya mendukung pemerintahan. sementara itu, Undang
Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara tampaknya telah

membuat perubahan atau revisi terhadap jumlah atau klasifikasi kementerian di



Pasal 15. Jika terdapat perbedaan dalam pengaturan antara kedua pasal ini,
seperti penambahan atau pengurangan jumlah kementerian atau pengubahan
syarat-syarat pembentukan kementerian, Penghapusan pembatasan jumlah
kementerian akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada Presiden dalam
menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan, agar dapat disesuaikan
dengan kebutuhan strategis dan visi-misi pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2000 Perubahan atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak
Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri menyebutkan
dalam pasal 2 “ kepada menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp.
5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan”. Pada Undang
Undang No. 61 Tahun 2024 perubahan dari undang undang No. 39 tahun 2008
tentang kementerian negara pasal 15 tersebut dapat meningkatkan atau
terjadinya pembengkakkan pada anggaran negara, seperti mulai dari gaji,
tunjangan, dan hak administratif para menteri. Namun, penambahan jumlah
kementerian negara tersebut juga akan berdampak luas, termasuk pada
pembangunan dan perekonomian Indonesia. Penambahan jumlah kementerian
akan membutuhkan pendanaan tambahan yang dapat berakibat pada stabilitas
keuangan negara.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No.13 tahun 2022
tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011. Karena
asas kepastian hukum dalam Undang Undang No.12 Tahun 2011 tidak diubah
atau dihapus dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2022, Maka asas tersebut
masih tetap berlaku. Jika kita cermati Pasal 15 Undang-Undang No. 61 tahun
2024 tentang kementerian negara tidak mencerminkan ketertiban dan kepastian
hukum. Hal itu karena pada pasal tersebut tidak ada batasan menteri dalam
suatu pemerintahan. Pada pasal tersebut menjelaskan kalau jumlah menteri
yang diangkat sesuai dengan kebutuhan presiden. Jumlah yang tidak pasti ini

memungkinkan kalau menteri yang diangkat bisa saja mencapai jumlah ratusan



atau bahkan ribuan.

Pasal 15 Undang Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian
Negara berbunyi “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).
Sedangkan pada perubahan terbaru yaitu pada pasal 15 Undang Undang No. 61
tahun 2024 tentang Kementerian Negara berbunyi “Jumlah keseluruhan
Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13,
dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Presiden. Jumlah menteri sampai sejauh ini sebanyak 48
(Empat puluh Delapan). Jika di cermati pasal 15 Undang Undang No. 61 tahun
2024 tentang Kementerian Negara terlihat hak prerogatif presiden dalam
pembentukan kementerian negara. Padahal sudah sejak tahun 2008 yang kala
itu masih pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai tahun 2024
Undang Undang tersebut masih aman dan tidak menimbulkan kontroversi.
Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar kenapa pasal 15 undang undang No.
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini mengalami perubahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 tentang jabatan
wakil menteri berkaitan dengan pengujian undang undang No. 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara, khususnya terkait dengan jumlah maksimal
kementerian dalam pemerintahan. Dalam putusan ini terdapat potensi kerugian
konstitusional dalam perubahan Undang- Undang No. 39 tahun 2008 yaitu
dengan diangkatnya 20 wakil menteri pasti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas
khusus dari negara yang dananya bersumber dari APBN, diantaranya; rumah
dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan, jabatan, sekretaris,
ajudan, supir, beberapa staf lainnya. Jika kita lihat dari pengujian Undang-
Undang No. 39 Tahun 2008 diatas terdapat kerugian terhadap APBN terkait
fasilitas- fasilitas khusus negara ketika mengangkat wakil menteri dan jika kita
lihat dari Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 perubahan dari Undang-
Undang No. 39 tahun 2008 yang dimana jumlah menteri sesuai dengan
kebutuhan penyelenggara pemerintah, perubahan ini akan mengakibatkan

kerugian yang lebih besar lagi karena banyaknya penambahan menteri baru



dan wakil menteri lainnya.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, kewenangan menentukan
jumlah kementerian merupakan bagian dari wewenang wali al-amri dalam
mengatur urusan kenegaraan. Prinsip utama Siyasah Dusturiyyah menekankan
bahwa setiap kebijakan harus dilandaskan pada kemaslahatan umat dan
keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa:58:
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara

manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil"
Ayat ini mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang menuntut

pertanggungjawaban moral dan etika, bukan sekadar hak konstitusional.
perubahan Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 dapat dipandang bukan hanya
dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam dalam
Siyasah Dusturiyyah. Kewenangan presiden untuk menyusun struktur
kementerian harus diarahkan demi kemaslahatan rakyat, menghindari
kepentingan politik semata, dan memastikan prinsip keadilan tetap menjadi
landasan.

Penelitian mengenai Hak Prerogatif ini telah banyak dilakukan. Peneliti
dapat mengelompokkannya menjadi penelitian yang pertama mengenai,
Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Kajian Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-X111/2015 (Susanto, 2016). Selanjutnya penelitian
mengenai Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri di
Sistem Pemerintahan RI (Puluhulawa et al., 2024). Lalu penelitian mengenai
PertanggungJawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif
Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (Putri et al., 2021) dan
terakhir penelitian mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan
UUD 1945 (Kaharudin et al., 2017). Dari sekian banyak penelitian belum ada

yang mengkaji tentang perubahan undang-undang kementerian terbaru yaitu



Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Jadi
penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perubahan undang-undang
kementerian dari yang lama yaitu Undang Undang No. 39 Tahun 2008 menjadi
Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Isu hukum
yang terdapat dalam perubahan Undang Undang No. 39 tahun 2008 menjadi
Undang Undang No. 61 tahun 2024 yaitu penambahan jumlah kementerian
dapat meningkatkan beban anggaran negara serta undang undang baru
memperkenalkan mekanisme yang fleksibel untuk menambah atau mengurangi
kementerian, hal ini dapat menimbulkan perdebatan tentang kepastian hukum.
penataan yang terlalu fleksibel bisa dianggap tidak memberikan panduan yang
jelas untuk pelaksanaan pemerintah.

Berdasarkan fakta fakta yang diuraikan diatas maka peneliti menilai
penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Jika penelitian ini tidak
dilakukan maka kementerian negara tidak memiliki batasan jumlah yang pasti.
Bisa saja kementerian di indonesia mencapai ribuan orang menteri kalau itu
dibutuhkan oleh presiden dan memenuhi kualifikasi. Oleh karena itu peneliti
ingin meneliti penelitian yang berjudul Hak Prerogatif Presiden Dalam
Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang- Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024
Tentang Kementerian Negara.

. Fokus Kajian
Adapun fokus penelitian dari skripsi ini yaitu Bagaimana Pembentukan
Undang Undang Kementerian Nomor 61 tahun 2024 jika dilihat dari Teori
Perundang-undangan dan Bagaimana Hak Prerogatif Presiden dalam

Menyusun Kementerian sebagai pembantu penyelenggara pemerintah.

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembentukan undang undang kementerian No. 61 Tahun 2024
jika dilihat dari teori perundang undangan?

2. Bagaimana hak prerogatif presiden dalam menyusun kementerian sebagai



pembantu penyelenggara pemerintah pasca perubahan?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Bagaimana pembentukan undang undang kementerian
No. 61 Tahun 2024 jika dilihat dari teori perundang undangan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana hak prerogatif presiden dalam menyusun

kementerian sebagai pembantu penyelenggara pemerintah pasca perubahan.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka manfaat dari
peneliti, maka manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama
tentang pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang
Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang
Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

2) Sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

b. Maanfaat Praktis

1) Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah hasil dari
penelitian ini bisa dijadikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi
peneliti nantinya dan berguna bagi masyarakat

2) Adapun luaran dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini
adalah luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional
Adapun menghindari kesalahan pemahaman pembaca terhadap

penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan definisi operasional sebagai



berikut:

Hak Prerogatif, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk
melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan
agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat
melakukan tindakan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan
masyarakat (Johansyah, 2018).

Hak prerogatif yang peneliti maksud adalah hak khusus yang dimiliki
oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang tidak
memerlukan persetujuan dari lembaga lain dalam pelaksanaannya.dalam
konteks penentuan jumlah menteri, hak prerogatif ini merujuk pada
kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri serta
menetapkan struktur kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintah,
sebagaimana diatur dalam undang undang No. 61 tahun 2024 tentang
Kementerian Negara.

Kementerian Negara, merupakan perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan.
Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap
kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu (RI, 1945).

Kementerian Negara yang peneliti maksud adalah perangkat pemerintah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam
menjalankan fungsi pemerintahan di bidang tertentu. berdasarkan undang
undang No. 61 Tahun 2024, Kementerian negara terdiri dari kementerian yang
fungsinya telah ditentukan oleh undang undang, kementerian yang dibentuk
sesuai kebutuhan dan kementerian yang bersifat khusus, penentuan jumlah
kementerian menjadi bagian dari hak prerogatif presiden dengan tetap
memperhatikan ketentuan undang undang.

Peraturan Perundang Undangan, Kata perundang-undangan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian
dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata
undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara

yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh
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parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh
kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat (Rokilah, 2020)

Peraturan perundang undangan yang peneliti maksud adalah Undang
Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara mengatur tentang
jumlah maksimal kementerian, pengelompokan kementerian, serta kewenangan
presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan
kementerian.sedangkan Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang
Kementerian Negara mengganti undang undang no. 39 Tahun 2008 dengan
memberikan fleksibilitas lebih besar kepada presiden dalam menentukan

jumlah kementerian sesuai dinamika kebutuhan pemerintahan.



BAB |1
KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Teori Hak Prerogatif

a. Pengertian Hak Prerogatif

Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa Latin praerogativa
(dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), praerogrativus (diminta
sebagai yang pertama memberikan suara), praerogare (diminta sebelum
meminta yang lain) (Manan, 2000).Hak prerogatif Presiden yaitu hak
istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa
meminta persetujuan lembaga lain (MD, 1999). Hal ini bertujuan agar
fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat
melakukan tindakan- tindakan yang dapat membangun kesejahteraan
masyarakat.

Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan
masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang undang. Untuk itulah dalam
konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga
kewenangan yang disebut Freies Ermessen, yaitu suatu kewenangan bagi
pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai
kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.
Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam
bidang pemerintahan implikasi freies ermessen ini ditandai dengan adanya
hak prerogatif.

Sebagai pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari
sistem ketatanegaraan Inggris. Hingga saat Ini, pranata prerogative tetap
merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara
di Kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan
prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata hukum maupun
lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif makin banyak dibatasi, baik
karena diatur oleh undang-undang atau pembatasan — pembatasan cara

melaksanakannya.(Susanto, 2016)

11
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Salah satu tuntutan reformasi dalam sejarah ketatanegaraan
Indonesia adalah diamandemennya UUD 1945. Dengan mengamandemen
Undang-undang Dasar 1945 Indonesia diharapkan mampu mewujudkan
sistem ketatanegaraan yang baru menuju Indonesia yang menghormati hak-
hak rakyat sipil. Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden
mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam
juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945.
berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara,
harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD
1945.

b. Macam-Macam Hak Prerogatif Presiden
Bentuk-bentuk kekuasaan presiden republik Indonesia dapat
dikategorikan kedalam kategori-kategori umum kekuasaan presiden, yaitu
tiga bentuk kekuasan sebagai kepala pemerintahan, empat bentuk
kekuasaan sebagai Legislatif dan sisanya kekuasan sebagai kepala negara.
Pengelompokan dengan kategori umum tersebut tidak dapat
dipergunakan masing-masing bentuk kekuasaan tersebut memiliki
mekanisme dan pelaksanaan yang berbeda-beda yang tidak dapat di
dasarkan pada kategori umum tersebut, sedangkan bentuk-bentuk
kekuasaan tersebut dikelompokan kedalam kategori- kategori yang
dibedakan berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya. Dan
katagori yang dikelompokan, adalah sebagai berikut:
1. Kekuasaan Presiden yang Mandiri
Adalah kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaanya
secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat
besar kepada presiden.(Marpaung, 2013) Yang tergolong dalam
kekuasaan presiden yang mandiri, yaitu:
a. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Yaitu kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang turunan

yaitu kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan keamanan
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negara, presiden dalam menjalankan kewenangan ini dibantu
oleh dewan pertahanan dan keamanan nasional yang diketahui
oleh presiden dan anggota-anggotanya terdiri dari wakil Presiden
Republik Indonesia dan menteri-menteri terkait lainnya.

b. Kekuasaan Menyatakan Negara Dalam Bahaya.

Yaitu kekuasaan ini tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa
kekuasan ini dapat saja dilakukan oleh presiden tanpa menyertakan
lembaga negara lain di luar lembaga kepresidenaan (Marpaung,
2013)

c. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Menerima Duta
Negara lain
Yaitu duta dan konsul merupakan pejabat-pejabat
negara yang mewakili negara dan kepala negara disuatu
negara tertentu, mereka bertanggung jawab kepada presiden
republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.
d. Kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-undang Dasar
Yaitu kekuasaan eksekutif. Sebagian pakar hukum tata
negara berpendapat bahwa kekuasaan ini adalah semata-semata
kekuasaan eksekutif yang dilakukan berdasarkan sistem
pembagian kekuasaan sebagaimana doktrin Montesquieu bahwa
kekuasaan memiliki ruang lingkup yang terbatas dan memiliki
tugas, wewenang serta tanggung jawab yang jelas, sehingga
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas pelaksanaan
pemerintahan sehari-hari juga memiliki pegangan yang jelas
dalam menjalankan tugasnya tersebut.
e. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-menteri
Yaitu pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh
presiden sejak ia mendapatkan mandat dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat sampai dengan masa jabatannya

selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat
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dilakukan di tengah-tengah masa jabatannya. Seluruh
tindakan tersebut dalam perakteknya dapat dilakukan secara
tertutup tanpa perlu meminta nasehat, mendapatkan usulan dan
pertanggung jawaban dari lembaga negara yang lain, dengan
alasan bahwa kekuasaan ini adalah termasuk hak prerogatif
presiden.

f. Kekuasaan Mengesahkan atau Tidak Mengesahkan Rancangan
Undang- undang Atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Yaitu berhak mengesahkan atau tidak mengesahkan
rancangan undang-undang yang telah diusulkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, apakah rancangan tersebut diperlukan atau
tidak

g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung
Republik Indonesia

Yaitu kedudukan Jaksa Agung selama ini berada setingkat
dengan menteri-menteri. Jaksa Agung juga termasuk kedalam
kabinet-kabinet yang bertugas membantu presiden dalam
menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab secara

langsung kepada presiden.(Rahman, 2007)

2. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kekuasaan kekuasaan yang dalam menjalankannya memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Yaitu
kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:
a. Kekuasaan Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian.

Yaitu suatu kekuasaan yang akan diambil atau dibuat oleh
presiden tentang menyatakan perang dengan negara lain atau
membuat perdamaian dengan negara lain yang dimana sebelum
menjalankan harus terlebih dahulu memerlukan pertimbangan dan

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
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b. Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain.

Yaitu berdasarkan amanat presiden kepada ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara No 2826/HK/1960 tanggal 22
Agustus 1960 tentang perbuatan perjanjian-perjanjian dengan
negara lain. Amanat presiden ini menyatakan bahwa kata
“perjanjian” dalam pasal 11 undang-undang dasar 1945 tidaklah
bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau semua perjanjian. Karena
itu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat hanyalah perjanjian yang penting-penting saja
(teaties), seperti perjanjian yang mengandung soal politik yang
dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, perjanjian
persekutuan atau aliansi, perjanjian tentang perubahan atau
penetapan tapal batas, soal kewarganegaraan, soal kehakiman dan
lain-lain. Sedangkan dalam hal kerjasama Internasional yang
berkaitan dengan kepentingan daerah, pemerintahan wajib
memperhatikan sungguh-sungguh suara dari pemerintah daerah
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Kekuasaan Membentuk Undang-undang.

Yaitu, kekuasan presiden dalam membentuk undang-
undang yang diperlukan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi
dan  keadaan  masyarakat sekarang.  Sehingga  dalam
menjalankannya presiden harus meminta persetujuan atau
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. karena Dewan
Perwakilan Rakyat adalah perwakilan rakyat atau segala sesuatu
kebijakan yang akan mereka ambil harus berdasarkan kebutuhan
rakyat saat ini.

d. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (PERPU)

Yaitu adanya kebutuhan vyang mendesak, untuk
diberlakukanya sebuah Undang-undang, sementara kondisi pada

saat itu tidak memungkinkan untuk menunggu persetujuan dari
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Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Sebuah perpu dapat
langsung diberlakukan oleh pemerintah sambil secara bersamaan
perpu tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang
tersebut harus dilakukan sesegera mungkin pada sidang Dewan
Perwakilan Rakyat berikutnnya. Jika Dewan Perwakilan Rakyat
pada saat sidang memutuskan untuk tidak menyetujui perpu
tersebut maka perpu tersebut harus segera dicabut dan tidak berlaku.
e. Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.

Yaitu kekuasaan presiden telah dibatasi secara tegas dengan
kewajiban mutlak untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
Secara normatif ketentuan tersebut telah mengantisipasi
kemungkinan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dari
seorang presiden untuk mentepkan sebuah anggaran pembelanjaan

dan keuangan Negara.

3. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi.

Yaitu, Kekuasaan yang dalam pelaksanaanya memerlukan usulan atau
nasehat dari instansi-instansi yang berkaitan dengan materi kekuasaan
tersebut. Kekuasaan yang tergolong dalam kekuasaan ini ialah:

a. Kekuasaan Memberi Grasi

Yaitu hak kepala negara untuk memberikan pengampunan
hukuman kepada terpidana atas putusan hukum yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan
langsung oleh terpidana, substansi grasi adalah bahwa terpidana
telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara
memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima
pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga
legislatif dan/atau pemuka agama. Menurut Jimly Asshiddigie
dalam bukunya komentar atas undang-undang dasar 1945

menyatakan bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud
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agar presiden mendapatkan masukan dari lembaga yang tepat
sesuai dengan fungsinya.(Asshidigie, 2010) Tindakan presiden
dalam memberikan grasi bukanlah merupakan tindakan yudikatif,
karena ini telah dilakukan karena alasan-alasan politis daripada
alasan- alasan yuridis, dalam hal pemberian grasi dilakukan oleh
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan
pada saat pertimbangan tersebut disampaikan kepada presiden
republik Indonesia oleh menteri Kehakiman, maka persoalan
yuridis telah dianggap selesai.

Kekuasaan Memberi Amesti dan Abolisi.

Amnesti Adalah hak kepala negara untuk memberikan
pengampunaan artinya tidak memberlakukan proses hukum
terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan kepada
negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan
yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap gerakan
politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta).
Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik.
Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkannya amnesti dari
kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar- pakar
hukum, tokoh politik dan/atau tekanan dari Internasional.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan
hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui abolisi putusan
atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah
terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang
kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim
berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya
permainan kotor yang melatarbelakangi proses peradilan
tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat
hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan
hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran

sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan



tidak  menutup  kemungkinan  mengundang  tekanan
Internasional, apabila dibiarkan akan terjadi kemerosotnya
kredibilitas negara.

Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan
nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh
putusan hukum vyang kemudian terbukti bahwa hukuman
tersebut ternyata telah salah dan hukuman tersebut terbukti
keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara
yang dirugikan oleh putusan tersebut.(Ranaditeksa, 2007)
Kekuasaan Memberi Gelaran.

Yaitu pemberian sebuah kehormatan, kebangsaan atau
keilmuan yang biasanya ditambahkan pada nama orang
beberapa gelar yang diinterpretasikan adalah gelar guru besar
(professor) dan gelar pahlawan nasional.

Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Lainnya.

Yaitu bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan ini, presiden
diharuskan untuk meminta pertimbangan dari dewan menteri
dan dewan tanda-anda kehormatan terlebih dahulu sebelum
memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Istilah
dewan menteri dalam undang-undang ini ditujukan untuk
kabinet pemerintahan yang ada pada undang-undang itu
dibentuk, menganut sistem pemerintahan parlementer dan secara
yuridis masih berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara
1950.

Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Yaitu dalam peraturan ini dinyatakan bahawa seluruh
proses-proses perancangan penyusunan rancangan peraturan
pelaksana undang- undang dilakukan dengan tatacara yang sama

dengan penyusunaan rancangan undang-undang.
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g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim-hakim.

Yaitu mensyaratkan kepada presiden untuk lebih dahulu
menerima usulan dari departemen kehakiman untuk hakim
(Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara) atau
Departemen Agama (untuk Peradilan Agama) atau Panglima
Abri (untuk Peradilan Militer) yang telah mendapat persetujuan
dari  Mahkamah Agung. Ketentuan ini  menyebabkan
pelaksanaan kekuasaan kehakiman khususnya hakim Peradilan
Umum dan hakim Peradilan Tatausaha Negara, menjadi
tergantung secara administratif kepada badan Eksekutif.
Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim Agung,
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota
Mahkamah Agung.

Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Presiden.
Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Badan Pegawai Keuangan.

Hak-hak presiden yang kemudian diterjemahkan sebagai hak
konstitusional di bidang yudikatif secara normatif telah diatur di
dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang
menegaskan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Artinya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum
kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada
narapidana. Selain itu juga dapat dilihat prosedur dan
pengangkatan anggota komisi yudisial sebagaimana yang
ditegaskan dalam pasal 24 b ayat (3) Undang-undang Dasar
1945, penetapan hakim Agung oleh presiden sebagaimana yang
ditegaskan di dalam pasal 24 A ayat (2) Undang-undang Dasar
1945, dan proses pengisian jabatan hakim Konstitusi pada

Mahkamah Konstitusi dimana presiden berhak mengajukan 3
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hakim Konstitusi dari 9 hakim serta berwenang untuk
menetapkannya.

Jadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 14
menyebutkan macam-macam hak prerogatif itu sendiri, yaitu:
. Grasi adalah hak kepala negara untuk memberikan
pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan hukum
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah
dimohonkan langsung oleh terpidana. Substansi grasi adalah
bahwa terpidana telah menginsyafi dan  menyadari
kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunaan kepada
terpidana setelah menerima pertimbngan atau masukan dari
ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemuka
agama.
. Amnesti adalah hak kepala negara untuk memberikan
pengampunaan artinya tidak memberlakukan proses hukum
terhadap warga Negara yang telah melakukan kesalahan kepada
negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintah
yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap
gerakan politik untuk mengulinggkan kekuasaan negara yang
sah (kudeta). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus
bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk
dikeluarkannya amnesti dari kepala negara bisa datang dari
parlemen/legislatif, pakar- pakar hukum, tokoh politik dan atau

tekanan dari Internasional.

3. Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan

hukum atau meniadakan proses hukum, melalui abolisi putusan
atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah
terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang
kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim
berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya

permainan kotor yang melatarbelakangi proses peradilan
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tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat
hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan
hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran
sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan
tidak menutup  kemungkinan  mengundang  tekanan

Internasional, apabila dibiarkan akan terjadinya kemerosotnya

kredibilitas Negara.

4. Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama
baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan
hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut
ternyata telah salah dan hal itu terbukti keliru. Kepala negara
memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan oleh
putusan tersebut.

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Perundang Undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau
seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh
pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen
(dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh
kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat(Rokilah, 2020).

Perundang-undangan sering diartikan sebagai wetgeving, yaitu
pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada
undang-undang negara. Dalam Juridisch woordenboek, wetgeving
diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk
peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua,
segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Definisi ini juga diperkuat

oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan
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memiliki makna sebagai: pertama, proses atau tata cara pembentukan
peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi
yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara
atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan(Sikumbang et
al., 2019)

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan: Secara teoritis istilah
peraturan perundang-undangan, wetgeving atau gesetgebug mempunyai
dua pengertian. Artinya, berikutnya.Pertama, peraturan perundang-
undangan adalah proses pembentukan atau pembentukan peraturan
pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kedua, undang-undang
mencakup seluruh peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan
peraturan baik di pusat maupun daerah.Pentingnya undang-undang dalam
konstruksi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah bersifat mengikat secara
umum dan agar instansi yang berwenang melalui tata cara yang telah
ditetapkan. oleh undang-undang, peraturan tertulis yang disetujui oleh
Peraturan juga telah diberlakukan.(Denis,2021)

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebuah teori
tentang sistem hukum yang dikemukakan olen Hans Kelsen. Dia
berpendapat bahwa sistem hukum berfungsi seperti tangga yang memiliki
aturan berlapis. Keterkaitan antara norma yang mengatur perilaku norma
lain dengan norma tersebut bisa dipandang sebagai hubungan antara
norma yang berada di atas dan di bawah dalam konteks ruang. Hal ini
sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen.

Mengacu pada teori Hans Kelsen, kita dapat mengaitkannya
dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan perubahan kedua dari
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada dasarnya, pasal ini secara
jelas menjelaskan tentang jenis dan tatanan hierarki Peraturan

Perundang-undangan, yang terdiri dari:
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.

4) Peraturan Pemerintah.

5) Peraturan Presiden.

6) Peraturan Daerah Provinsi.

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menjelaskan adanya kategori peraturan perundang-
undangan yang berbeda dari yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1)
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana termasuk
aturan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Selain itu, Pasal 8 ayat
(2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa
terdapat Peraturan Perundang-undangan yang diakui validitasnya dan
memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama ditetapkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau diarahkan sesuai
dengan kewenangan.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam
suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

1) Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara)

2) Staats grund gesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)

3) Formell Gesetz ( Undang-undang ‘formal’)

4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan aturan
otonom).

Menurut Bagir Manan (1941) pengertian peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau
lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturna atau tingkah laku
yang bersifat atau mengikat umum.

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-

ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
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Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan
abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada
objek/peristiwa/gejala konkret tertentu. (Ummah, 2019)

. Fungsi Perundang-Undangan

Bagir Manan (1941) mengelompokkan fungsi peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1) Fungsi internal yaitu pengaturan perundang-undangan sebagai sub
sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah
hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan
menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi integrasi pluralism
hukum, fungsi kepastian hukum.

2) Fungsi eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan
dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini juga bisa dikatakan
sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi
stabilisasi dan fungsi kemudahan. Dengan demikian fungsi ini dapat
berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum
yurisprudensi. (Halim, 2009)

Dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, Prof. A.Hamid
Attamimi, dalam makalahnya berjudul fungsi ilmu perundang-undangan
dalam pembentukan hukum nasional (1989), menggarisbawahi 3 fungsi
utama ilmu perundang-undangan, yaitu:

1) Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang.

2) Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum tidak
tertulis.

3) Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi
masyarakat. (Syamsuddin, 2014)

Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh
Ismail Hasani dan Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH, mengemukakan
bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi: (Hasani,dkk
2006)
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1) Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya

2) Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau
lingkungannya

3) Membuka informasi bagi public dan mendorong kesetaraan antar
kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action
kepada kelompok marginal)

4) Mencegah kelangkaan sumber daya public dan eksploitasi jangka
pendek

5) Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan
sosial, perluasan akses dan retribusi sumber daya

6) Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

. Penafsiran Perundang-Undangan

Karena undang-undang seringkali (dianggap) tidak jelas
maknanya, maka para pelaksana undang-undang menganggap perlu
untuk mengadakan penafsiran, cara-cara penafsiran undang-undang
adalah sebagai berikut:

1) Penafsiran gramatikal, yaitu penjelasan undang-undang menurut
(susunan) kata-katanya.

2) Penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan undang-undang atau pasal-
pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antar pasal undang-undang
yang satu dengan yang lainnya.

3) Penafsiran historical mencakup:

a) Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-
undang, melihat bahan-bahan  perundang-undangan atau
parlementer dan sebagainya..

b) Penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang
diatur dalam undang-undang. (Purnadi Purbacaraka, 1993)

. Landasan Perundang-Undangan

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti semua
peraturan perundang-undangan harus bersumberkan kepada Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan
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perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
penjelasan dari asas-asas ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
hukum yang adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu maka
peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek
materil (Hidayat & Oktavia, 2018).

Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan
legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Landasan materil konstitusional dimaksudkan
untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang
dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945,

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada 3
landasan perundang-undangan yaitu:

1) Landasan filosofis
Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis
(filisofischegrondslag) apabila rumusannya atau norma-normanya
mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) dikaji secara filosofis.
Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan
secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan
pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), cita-cita
keadilan (idee der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idee der
zedelijkheid)
2) Landasan sosiologis
Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan
sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya
sesuai dengan keyakinan umum atas kesadaran hukum masyarakat.
Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh
masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Seperti halnya
dengan Agrarisch Besluit yang berisi ketentuan tanah yang atasnya

tidak dapat dibuktikan hak eigendom (hak milik) adalah domein atau
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kepunyaan Negara
3) Landasan yuridis Landasan yuridis (rechtsgrond) atau disebut juga

landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum

yang lebih tinggi derajatnya. (Syarief, 1997)
. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan. Dalam undang-undang tersebut pembentukan
peraturan perundang- undangan dimaknai sebagai pembuatan peraturan
perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan
demikian proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-
undangan termasuk juga undang-undang harus melalui tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan, berikut ini tahapan selengkapnya.(Ahmad Redi, 2018)
1) Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan perencanaan
penyusunan undang- undang dilakukan melalui prolegnas. Prolegnas
berisi skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam
rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan prolegnas
sebagai instrumen perencanaan penyusunan undang-undang disusun
secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR khusus
menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegnas yang berisi mengenai daftar rancangan
undang- undang didasarkan atas: perintah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; perintah undang-undang lainnya; sistem
perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka

panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana
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kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi dan
kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 pada pokoknya menerangkan
Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan
judul rancangan undang- undang, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Materi
yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan
lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang
undang yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan sasaran
yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi
yang diatur tersebut yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan
dituangkan dalam naskah akademik.

Aturan lebih lanjut mengenai Prolegnas yang disusun oleh
Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
pada Pasal 3 dinyatakan perencanaan rancangan undang-undang
meliputi kegiatan:

a) penyusunan naskah akademik;

b) penyusunan Prolegnas jangka menengah;

¢) penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;

d) perencanaan penyusunan rancangan undang-undang kumulatif
terbuka;

e) perencanaan penyusunan rancangan undang-undang di luar
Prolegnas.

Sementara itu, aturan mengenai penyusunan dan penetapan
serta penyebarluasan Prolegnas juga diatur dalam Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib tepatnya dalam Pasal 106-110.

2) Penyusunan Undang-Undang

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau

Presiden atau berasal dari DPD yang diajukan kepada DPR.

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau
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DPD harus disertai naskah akademik.Ketentuan kewajiban mengenai
penyertaan naskah akademik dalam RUU tidak berlaku bagi
rancangan undang- undang mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang menjadi Undang-Undang; atau pencabutan Undang-Undang
atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
namun rancangan undang- undang tersebut harus disertai dengan
keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang
diatur.

Rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR
maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD
kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Khusus untuk rancangan
undang-undang yang diajukan oleh DPD hanyalah rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Tahapan ketiga dari proses pembentukan undang-undang
adalah pembahasan dan pengesahan undang-undang. Pada tahapan
pembahasan rancangan undang- undang dilakukan oleh DPR bersama
Presiden atau menteri yang ditugasi. Khusus pembahasan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan
pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan
dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD tersebut
dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat | yang diwakili oleh alat
kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-
undang yang dibahas. Selain itu DPD memberikan pertimbangan

kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran
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pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2

(dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas sebagai berikut.

a) Pembicaraan Tingkat | dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan

Komisi Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat

Panitia Khusus Pada dasarnya Pembicaraan tingkat | dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut.

1)

2)

3)

Pengantar musyawarah, di tahapan ini DPR memberikan
penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika
rancangan undang-undang berasal dari DPR; DPR memberikan
penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan
jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
kewenangan DPD berasal dari DPR; Presiden memberikan
penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan
undang-undang berasal dari Presiden; atau Presiden memberikan
penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika
rancangan undang- undang yang berkaitan dengan kewenangan
DPD berasal dari Presiden.

Pembahasan daftar inventarisasi masalah, daftar inventarisasi
masalah diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang
berasal dari DPR atau DPR jika rancangan undang-undang
berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD
sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

Penyampaian pendapat mini, disampaikan pada akhir
pembicaraan tingkat I oleh: fraksi; DPD, jika rancangan undang-

undang berkaitan dengan kewenangan DPD, Presiden.

b) Pembicaraan Tingkat Il dalam Rapat Paripurna

Pembicaraan tingkat Il merupakan pengambilan keputusan

dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan

yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan
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hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau
penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang
diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian
pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
Setelah rancangan undang-undang melalui proses pembahasan di
tingkat 1 dan 1I, kemudian proses berikutnya adalah pengesahan
rancangan undang- undang. Dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun
2011 ditegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-
undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 73 menetapkan rancangan
undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan
tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden.
4) Pengundangan Undang-Undang
Pengundangan merupakan tahapan akhir pembentukan
Undang-Undang. Undang-undang merupakan salah satu jenis
peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 82 UU No.
12 Tahun 2011 selain itu harus diundangkan pula dalam Berita Negara
Republik Indonesia.(Ahmad Redi, 2018)
f. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-
Undangan
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok seperti
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) yaitu, antara lain sebagai berikut:
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a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.

b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Negara
mempunyai kekuasaan untuk bertindak dan mengatur segala sesuatu
yang diperlukan. Susunan organisasi serta lembaga-lembaga Negara
yang berwenang tersebut ditentukan dalam UUD 1945. Demikian pula
mengenai kewenangan-kewenangan serta pembagiannya, diatur secara
pokok-pokoknya dalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa kekuasaan Negara yang
tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat karena
MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan
umum, merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR
mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

b. Melantik presiden dan wakil presiden

c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatanya menurut Undang-Undang Dasar

d. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh
presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam
masa jabatannya

e. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti
secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden meraih suara terbanyak pertama
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir

masa jabatannya.
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Presiden

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang

tertinggi. Penjelasan UUD 1945 menyatakan:
“Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden lalah
penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi.. dalam menjalankan
pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan
presiden (concentration of power and responsibility upon the
president).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka kepada presiden
diberikan pula oleh UUD 1945 kenangan mengatur (wetgevende
bevoegdheid). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada presiden untuk membentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dan pasal 22 UUD 1945 memberikan pula kewenangan
kepada presiden untuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
menetapkan peraturan-peraturan darurat (noodverordeningen) vyaitu,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat perpu yang
mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak semata-
mata sebagai pemberi persetujuan terhadap Rancangan Undang-
Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah (presiden), tetapi juga
mempunyai hak inisiatif dalam membentuk undang-undang. Hal ini
ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “anggota
dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan rancangan undang-
undang”.

Dengan demikian kekuasaan legislatif (legislative power),
dalam hal ini kekuasaan membentuk undang-undang berada pada
Presiden dan DPR.
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g. Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Mempunyai Wewenang di
Bidang Perundangan
1) Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hubungan ini adalah
dalam arti sempit yaitu, badan eksekutif, Prof. logemann dalam Het
Staatsrecht van Indonesia menyebut pemerintah sebagai een
samegesteld atau suatu himpunan atau kelompok jabatan. Pemerintah
di dalam pengertian di atas adalah Presiden bersama para Menteri.

Menurut pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden memegang
kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan
umum IV UUD 1945 menyatakan bahwa presiden adalah
penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPR,
Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan presiden. Dan pasal 5 ayat (2) UUD 1945
menentukan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah
(perpem) untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya.
Ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 diatas memberikan secara
langsung kekuasaan kepada presiden yaitu, untuk membentuk perpem
guna melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain, presiden
memperoleh kemenangan mengatur langsung dari UUD 1945. Hal ini
penting untuk membedakannya dengan kewenangan mengatur yang di
punyai oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti akan
diutarakan berikut.

Selanjutnya berdasarkan kepada tugas pokok Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintah seperti yang ditentukan oleh pasal 4
ayat (1) UUD 1945, maka presiden dapat menetapkan keputusan
presiden yang bersifat khusus, dan menetapkan instruksi presiden
yang berisi petunjuk-petunjuk kepada instansi bahawannya dalam
rangka kebijaksanaan melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945,

ketetapan MPR, undang-undang Perpem.
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2) Menteri

Tugas-tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara yang harus
dilaksanakan oleh presiden adalah sedemikan luasnya. Untuk itu
presiden dibantu oleh para menteri. Tugas-tugas dan fungsi-fungsi
tersebut dibagi-bagi ke dalam bidang-bidang. Bidang-bidang tersebut
diselenggarakan oleh departemen-departemen yang dipimpin oleh
para menteri. Para menteri menjalankan kekuasaan pemerintah di
bidangnya masing-masing dengan petunjuk-petunjuk dan persetujuan
presiden.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi
tersebut di atas, para menteri memperoleh delegasi wewenang untuk
membentuk perundang-undangan (delegatie van wet gevende
bevoegdheid). Para menteri memperoleh wewenang tersebut dari
presiden.

Jadi, wewenang membentuk peraturan perundang-perundangan
yang dipunyai oleh para menteri, wewenang turunan (derivative) dari
wewenang presiden, keppres no 44 tahun 1974 tentang pokok pokok
organisasi departemen. Atau secara tidak langsung dari presiden, yang
melalui undang-undang atau perpem. Yang melalui undang-undang
misalnya seperti yang terdapat dalam undang-undang no 5 tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, mengenai pembentukan
badan pertimbangan daerah. Dalam pasal 46 ayat (3) ditentukan
bahwa pembentukan, jumlah anggota dan tata kerja badan yang
dimaksud diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. Sedangkan
yang melalui perpem misalnya seperti yang terdapat dalam perpem no
27 tahun 1983 antara lain mengenai tata cara pembayaran ganti
kerugian kepada para tersangka atau terdakwa. Pasal 11 perpem
tersebut berbunyi:

a) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri keuangan
berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10.
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b) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh
menteri keuangan

Maka berdasarkan pasal 11 tersebut menteri keuangan dapat
mengeluarkan peraturan sebagai aturan pelaksanaan.

3) Lembaga-Lembaga Pemerintah non Dapartemen

Sudah diuraikan di atas bahwa tugas-tugas dan fungsi-fungsi
pemerintahan diselenggarakan oleh departemen-departemen. Akan
tetapi, masih saja ada sisa yang tidak terbagi habis. Dan ada pula yang
tidak dapat diserahkan kepada salah satu departemen. Dan ada pula
tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Maka untuk menampung dan
menyelenggarakannya diadakan lembaga-lembaga pemerintah Non
Departemen.

Ada lembaga pemerintah non Departemen yang tugas dan
fungsinya mempunyai hubungan dengan masyarakat. Untuk
melaksanakannya perlu mengeluarkan peraturan-peraturan misalnya
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Badan tersebut
menurut perundang-undangan yang membentuknya, bertanggung
jawab langsung kepada presiden.

Lembaga Pemerintah non Departemen dapat mengeluarkan
peraturan-peraturan yang bersifat kebijaksanaan teknis. Yaitu
peraturan-peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih
tinggi derajatnya atau sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan yang
digariskan oleh presiden. Jadi dalam hal ini lembaga pemerintah Non
Departemen memperoleh delegasi wewenang dari presiden. Misalnya
dalam hal pembinaan pegawai negeri sipil, pasal 25 undang-undang
nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, menentukan
sebagai berikut:

“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada menteri atau pejabat

lain™.
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4) Direktorat Jenderal Departemen

Direktorat Jenderal Departemen dapat pula mengeluarkan
peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya
masing-masing. A. Hamid S.A., SH. Kepala Biro Analisa dan
Perundang-undangan Sekretariat Negara, dalam tulisannya Mekanisme
Proses Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Organisasi Departemen, menegaskan dalam pasal 14 huruf a,
antara lain bahwa “Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi
perumusan kebijaksanaan teknis”. Ini berarti, bahwa direktur jenderal
dapat mengeluarkan peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang
isinya memberikan perincian yang bersifat teknis dari kebijaksanaan
pelaksanaan bidang pemerintahan yang digariskan oleh menteri.

Pada waktu sebelum keluarnya keputusan presiden Nomor 44
Tahun 1974, direktur jenderal dari suatu departemen mengeluarkan
peraturan-peraturan atau atas nama menteri atau tanpa sesuatu dasar
hukum. Pada waktu ini terdapat dasar bagi peraturan direktorat
jenderal, meski terbatas di dalam ruang lingkup kebijaksanaan
menterinya dan sifatnya hanya teknis.

5) Pemerintah Daerah (PEMDA)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan pembagian
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Pembagian Daerah
Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Pembagian
daerah Indonesia disusun dalam pasal 18 UUD 1945.

Penjelasan dari pasal 18 tersebut adalah

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “enheidsstaat” maka
Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang
bersifat “staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah
provinsi dan daerah akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

Daerah-daerah itu bersifat otonom (Streek dan locale rechts
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gemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Pelaksanaan dari ketentuan UUD 1945 tersebut telah dibentuk
daerah-daerah otonom tingkat | dan daerah-daerah otonom tingkat II.
Undang-undang yang mengaturnya yang paling akhir adalah undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di
daerah. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak berwenang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah (PEMDA) tingkat | maupun tingkat II
terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk melaksanakan fungsinya maka pemda diberikan wewenang
untuk membentuk suatu perundang-undangan daerah, sesuai dengan
pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1974 yaitu:

“Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menetapkan Peraturan Daerah”.

Selanjutnya, kepala daerah diberi juga wewenang untuk
membentuk Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan
Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan (pasal 45
undang-undang nomor 5 tahun 1974). Tugas pembantuan yang
dimaksud adalah tugas yang turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemda oleh Pemerintah Pusat
atau oleh Pemda tingkat atasannya, dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. (Syarief,
1997)

3. Teori Negara Hukum
a. Sejarah Negara Hukum
Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari

zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the Republic
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berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk
mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus
dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof
(the philosopher king). Namun dalam bukunya “the Statesman” dan “the
Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk
paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi
hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan
seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan
negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang
paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi
hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara
(collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam
pembentukannya (W. Sitorus, 2018).

Di Eropa Barat, konsep negara hukum sudah dicetuskan sejak
abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya perjuangan kekuasaan yang tidak
terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuasaan absolut. Cita-
cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualism dan
mendapat dorongan yang kuat dari gerakan Renaissance serta reformasi.

Konsep negara hukum itu lahir pada abad ke-17 dan 18 melalui
pemikiran dan tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam, sebagai
reaksi dan tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara
kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan raja harus dibatasi agar jangan
berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan itu dilakukan
dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua tindakan
penguasa negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan,
bersumber, dan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Untuk itu, harus dilakukan pembagian
kekuasaan, terkhusus untuk kekuasaan yudikatif seharusnya dipisahkan
dari raja (penguasa). (Ridwan & Sudrajat, 2020)

Prinsip ini ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak

asasi rakyatnya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep negara
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hukum yang ditujukan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut itu
juga diperkuat oleh paham konstitualisme dan paham kedaulatan rakyat
serta demokrasi yang kemudian melahirkan negara konstitusional dan
negara demokrasi. Sehingga, sudah sejak kelahirannya, bahwa azas
negara hukum, asas kedaulatan rakyat, azas demokrasi, dan azas
konstitusional itu satu sama lainnya saling berhubungan erat. Bahkan
pelaksanaannya ternyata tidak dapat dipisah-pisahkan. (Ridwan &
Sudrajat, 2020)

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum  yang
menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Artinya, segala yang berkaitan
dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi
semuanya diatur oleh hukum termasuk untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Menurut Mahfud M.D sebagaimana yang dikutip dari buku karangan
Moh Sudi, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada dan
melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa
sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.
(Syukra et al., 2022)

b. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara hukum dapat diartikan bahwa hukum harus
menjadi pemimpin dalam segala aspek kehidupan negara, bukan politik
atau ekonomi. Penegakan hukum sebagai simbol harus lebih proaktif
dalam mewujudkan tujuan dari sebuah negara hukum (Arliman, 2019).
Secara definisi, menurut Bintan R. Saragih sebagaimana dikutip oleh
Nasrullah Muhammadong, bahwa negara hukum dapat diartikan sebagai
sebuah negara yang semua keputusan pemerintah dan masyarakatnya
berlandaskan hukum, guna mencegah serangan dari pemerintah yang
sewenang-wenang serta tindakan masyarakat yang dilakukan sesuai
dengan kehendak pribadi mereka. (Iswari, 2020)
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Prinsip fundamental dari negara hukum (rechsstaat) yang ada saat
ini terdiri dari 12 prinsip. Dua belas prinsip dasar ini adalah tiang utama
yang mendukung keberadaan suatu negara modern, sehingga dapat
dikategorikan sebagai negara hukum (the rule of law dan rechsstaat)
dalam pengertian yang sebenarnya. Ke-12 prinsip tersebut
adalah:(Azhary, 2015)

1) Diakuinya supremasi hukum

2) Adanya persamaan dalam hukum

3) Berlakunya asas legalitas

4) Efektifnya pembatasan kekuasaan

5) Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis

6) Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak

7) Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara

8) Adanya mekanisme peradilan konstitusi

9) Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia

10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (democratic rule of
law, democratische rechsstaat)

11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (welfare rechsstaat)

12) Transparansi dan kontrol sosial,

Untuk Indonesia, prinsip ke-12 tersebut juga bisa ditambah
dengan prinsip ke-13, vyaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang
mencerminkan sila pertama dalam Pancasila. Konsep hukum negara
Pancasila mengandung prinsip-prinsip:(Azhary, 2015)\

1) Berketuhanan Yang Maha Esa.

2) Memperlakukan setiap orang secara bermartabat sebagai sesame
manusia dengan berkeadilan dan berkeadaban.

3) Menjamin persatuan dalam kebhinekaan.

4) Dibentuk secara demokratis, diterapkan secara transparan dan
akuntabel, serta ditegakkan melalui proses yang bebas dan tidak
memihak.

5) Bertujuan menegakkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Indonesia merupakan sebuah negara yang dijalankan berdasarkan
hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945. Implikasi dari status sebagai negara hukum yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa
Indonesia harus berlandaskan hukum (rechsstaat) dan bukan kekuasaan
(machstaat). Negara dikelola dengan prinsip hukum yang mengutamakan
hukum, bukan manusia. Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep
negara hukum yang ia sebut dengan rechsstaat terdiri dari (4) elemen
penting, yaitu:(Redi, 2017)

1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha negara.
c. Negara Hukum Rechsstaat

Beberapa ahli membagikan pandangannya tentang ide rechtsstaat,
termasuk Immanuel Kant. Kant melihat rechtsstaat sebagai negara yang
berfungsi seperti penjaga malam, bertujuan untuk menjamin keamanan
dan ketertiban masyarakat. Pemikiran Kant ini disebut sebagai negara
hukum liberal. Tugas negara tidak hanya sebatas melindungi hak dan
kebebasan warganya, tetapi juga harus lebih dari sekadar menjaga
keteraturan hukum; negara juga berkewajiban untuk memperhatikan
kesejahteraan warganya. (Ramli,2019)

Hans Kelsen menyatakan bahwa untuk menjadi negara hukum
yang juga demokratis, setidaknya ada 4 (empat) syarat rechtsstaat.
Pertama, negara yang hidup sesuai dengan konstitusi dan undang-
undang; kedua, negara yang menetapkan mekanisme untuk akuntabilitas
dari setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa; ketiga,
negara yang memastikan kebebasan kekuasaan kehakiman dan adanya
sistem peradilan administrasi negara; dan keempat, negara Yyang

melindungi hak asasi manusia.(Aswandi & Roisah 2019)
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Berkaitan dengan unsur-unsur Negara hukum, menurut Stahl,
bahwa unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

4) Peradilan administrasi dalam perselisihan(Iswari, 2020)

d. Negara Hukum Rule of Law
Konsep rechtsstaat bukanlah satu-satunya gagasan mengenai
negara hukum. Di Inggris, terdapat gagasan negara hukum yang dikenal
sebagai rule of law. Negara hukum yang berlandaskan konsep rechtsstaat

umumnya tumbuh di negara-negara Eropa kontinental, sementara di

negara-negara Anglo-Saxon, pemahaman tentang negara hukum

mengikuti konsep rule of law yang diperkenalkan oleh Albert Venn

Dicey pada tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul Introduction to the

Study of Law of the Constitution.(Ramli, 2019)

Pada wilayah Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum

(rule of law) dari a.v. dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law);

2. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary
power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau
melanggar hukum;

3. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before of
the law), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk
pejabat; dan

4. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain
oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan
pengadilan(lswari, 2020)

e. Negara Hukum Pancasila
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, baik
di pembukaan, batang tubuh, maupun pasal-pasalnya, tidak terdapat

penyebutan tentang negara hukum. Namun, di dalam penjelasannya
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dikatakan bahwa ‘“negara Indonesia berdasar atas hukum.” Meskipun

terdapat istilah rechtsstaat, ini tidak serta-merta menjadikan negara

hukum Indonesia berdasarkan konsep ini. Sejarah membuktikan bahwa

bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5

abad, sehingga tidak dapat dihindari bahwa beberapa konsep hukum

Belanda diadopsi dalam pengembangan sistem hukum dan/atau

ketatanegaraan Indonesia(Ramli, 2019)

Dari berbagai konsep negara hukum, dapat ditarik beberapa unsur
esensi dari negara hukum, yakni:

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara berdasarkan prinsiptrias
politika.

3) Asas legalitas termasuk didalamnya adanya konstitusi.

4) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak(Ramli,2019)

Musyawarah nasional Il persahi: the rule of law, Desember

1966 merumuskan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila terdiri dari:

1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan
pendidikan.

2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh
sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.

3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan

4. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian figh siyasah
Figh Siyasah merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari dua

A Ay

kata, yaitu "figh" dan "al-siyasi". Secara etimologis, kata "figh" berasal
dari bentuk masdhar (gerund) dari kata dasar "fagiha", yang berarti
memahami. Dengan demikian, figh mengacu pada pemahaman yang
mendalam dan akurat terhadap maksud dari ucapan maupun tindakan
tertentu. Dalam pandangan para Ulama Ushul, figh didefinisikan sebagai

ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan



45

amaliah, hasil dari penggalian secara mendetail dari sumber-sumbernya.”

Siyasah, sebagai salah satu cabang ilmu dalam figh, bersumber
dari ajaran Alguran dan Hadis yang berfungsi sebagai pedoman doktrin
yang axiomatis. Dalam konteks ini, kebenaran-kebenaran yang diyakini
bukanlah sekadar pernyataan ilmiah, melainkan prinsip-prinsip yang
fundamental. Dari dasar tersebut, muncul berbagai penafsiran yang
berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk figh.
Khususnya, dari ilmu figh tersebut terciptalah figh siyasah.

Siyasah dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan, yang
keduanya mempengaruhi pengambilan kebijakan. Disiplin ilmu figh
siyasah yang disebut juga siyasah syar'iyah mempelajari sejumlah topik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan urusan masyarakat
serta keterkaitan antara undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah serta asas-asas yang ditemukan. dalam ajaran
syariah. Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat adalah tujuannya.
Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan keagamaan Islam, figh siyasah
dapat dikatakan sebagai ilmu kenegaraan.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa “Figh siyasah ialah
sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para
pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara
spesifik oleh syariat”. Sedangkan Ibn Al-Qayim Jauziyyah menyebut
bahwa “Siyasah syar’iyah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa
manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan
bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung
oleh Nabi SAW dan tidak diatur wahyu (Jafar, 2018)